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Abstrak
 

Perkawinan akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap hadirnya harta bersama. Harta bersama dalam

hal ini tidak hanya mencakup aktiva, namun juga mencakup pasiva atau utang bersama. Tidak jarang apabila

terdapat suatu objek berupa harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan untuk suatu utang bersama

berupa perjanjian kredit yang dilakukan dengan pihak bank. Apabila objek yang hendak dijadikan jaminan

berupa tanah beserta dengan bangunan di atasnya, maka pembebanan jaminan dapat dilakukan dengan

lembaga jaminan hak tanggungan. Suatu permasalahan akan timbul ketika perkawinan harus berakhir karena

adanya perceraian. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun akan menimbulkan suatu akibat hukum

terhadap harta dan utang bersama. Setelah perceraian, harta dan utang bersama seharusnya dibagi dengan

besaran yang sama untuk suami dan istri. Akan tetapi, dalam praktiknya bisa saja terdapat salah satu pihak

yang hanya menginginkan harta bersama tanpa mengingat bahwa harta sebagaimana dimaksud masih

menjadi objek jaminan atas utang bersama berupa perjanjian kredit yang pernah dilakukannya. Keadaan

demikian pun sejatinya tercermin dalam Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg. Dalam menganalisis

keadaan demikian, Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal sehingga menghasilkan penulisan

yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pembagian harta bersama yang

objeknya masih menjadi jaminan untuk utang bersama tidak selalu dibagi dengan bagian yang sama

besarnya untuk suami dan istri ketika mereka bercerai. Keadaan demikian jelas berbeda dengan ketentuan

pembagian harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.

......Marriage will have legal consequences on the presence of joint marital property. Joint marital property

in this case does not only include assets but also includes liabilities or joint debts. It is not uncommon for

there to be an object in the form of joint marital property that is used as guarantee for a joint debts in the

form of a credit agreement with the bank. If the object to be used as a guarantee is in the form of land along

with the building on it, then the guarantee can be done with the institution of mortgage rights. A problem

will arise when a marriage must end due to divorce. Similar to marriage, divorce will also have legal

consequences on joint assets and debts. After divorce, joint assets and debts should be divided equally for

husband and wife. However, in practice, there can be one party who only wants the assets without

considering that the property in question is still an object of guarantee for joint debt in the form of a credit

agreement. This situation is reflected in Decision Number 130/Pdt.G/2019/PN Kpg. In analyzing this

situation, the author uses a doctrinal research methods to produce analytical descriptive writing. The results

of the research show that the division of joint marital property whose object is still guaranteed for joint debt

is not always divided into equal parts for the husband and wife when they divorce. This situation is different

from the provisions on the division of joint property in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the
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Civil Code.


